
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAI\ SANGIHE

NOMOR TAHUN 2OI4

TENTANG

PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

I

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

: a. bahwa untuk meningkatkan perekonomian Daerah perlu

adanya upaya peningkatan penanaman modal dengan

memperhatikan tatanan sosial ekonomi masyarakat,

karakteristik daerah, budaya, potensi sumber daya a1am,

lingkungan hidup dan sumber daya manusia yang

dilakukan secara komprehensif dan terencana guna

peningkatan kesej ahteraan ralryat;

b.bahwa geopolitik Kabupaten Kepulauan Sangihe yang

sangat strategis sebagai beranda depan utara dari Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang paling dekat posisinya

dengan Republik Filipina perlu memantapkan eksistensi

wilayah sekaligus dalam sinergitas pengelolaan kawasan

perbatasan negara serta penegasan kedaulatan negafa

mela_lui pengembangan bidang penanalnan rnodal di

Daerah;

\ 1



C.

-2-

bahwa untuk menggerakkan pemanfaatan potensi

ekonomi daerah perlu mendorong terwujudnya iklim

penanarnan modal yang kondusif dengan pemberian

kemudahan, kepastian berusaha dan kepastian hukum

bagi penanam modal yang menanamkan modalnya di

Kabupaten Kepulauan Sangihe;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal di

Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Undang-Undang Nomor 77 Tahun 1957 tentang

Persetujuan Mengenai warga Negara yang Berada Secara

Tidak sah cli Dalam Republik Indonesia dan Republik

philipina (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

7957 Nomor 167, Tarnbahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor V89l;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

7822\ sebagaimana telah diperbaharui dalam Undang-

Undang Nomor q Tahun 2oo2 tentang Pembentukan

Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo2 Nomor

21, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4183) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahwn 2OO7

tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau

Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahur, 2OO7 Nomor L7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a6e7);

d.

: 1.Mengingat
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun L96O tentang Pokok-

pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1960 Nomor lo4, Tambahan Lembarau Negara

Republik Indonesia Nomor 2Oa4;

undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor

3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

237\;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak

penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1983 Nomor 50, Tambahan Lembalan Negara Republik

Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO8 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a839);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995

Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3608);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang

Kepabeanan (Lemb ararl Negara Republik Indonesia Tahun

1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan

undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan

L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a66L);

8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangal

Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak sehat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3817);

4.

5.

6.

7.
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g. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik

IndonesiaTahunlgggNomor42,TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Repubiik Indonesia Tahun lg99 Nomor 75' Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

11. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang

Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara P-epublik

IndonesiaTahunlgggNomor156,TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3882)r;

12.Und,ang-Undang Nomor 13 Tahun 2OO3 tentang

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tah.un 2OO3 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a2791;

13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

PerimbanganKeuanganantaraPemerintahPusatdan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2oo4 Nomor L26, Tarnbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor aa34;

14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO7 tentang

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2oo7 Nomor 67, Tambahan Lembaran l.Iegara

Republik Indonesia Nomor a724);

15.Undang-UnclangNomor26Tahun2oo7tentangPenataan
Ruang(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2oo7

Nomor 68, Tambahan Lembaral Negara Republik

Indonesia Nomor a728);
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16. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2OO7 tentang

pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo7 Nomor

84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2OO7 tentang

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

2, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol4 Nomor 5a9O);

17. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2OO7 tentang Perseroan

Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OOT Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a756);

18. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OO7 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2OO7 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OOO tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Penggalti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi

Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO7 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a755);

19. Undang-Unclang Nornor 11 Tahun 2OO8 tentang

Keterbukaan Informasi dan Transaksi Elektronik

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor

61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor aSaQ;
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20. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha

Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik

Ind,onesia Tahun 2008 Nomor 93, 'fambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a8661;

27.TJnd,ang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah

Negara(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2o0S

Nomor lTT, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a925\;

22.lJrtd.ang-Unclang Nomor' 10 Tahun 2OO9 tentang

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun2oogNomorll,TambahanLembaranNegara
Republik Indonesia Nomor a966);

23. TJnd,ang-Undang Nomor 25 Tahun 2oo9 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2oog Nomor ll2, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5038);

24.lJndang-undang Nomor 28 Tahun 2oo9 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Ind.onesia Tahun 2aog Nomor 13O, Tambahan Lernbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);

25. Undang-Unclang Nomor 32 Tahun 2oo9 tentarig

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2oo9 Nomor l4o, T'arnbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

26.lJndang-undang Nomor 36 Tahtrn 2oo9 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OOg Nomor 144, Tarnbahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5063);
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27. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan

Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO9 Nomor 747, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5066);

28. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2OO9 tentang Perikanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor

I54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5073);

29. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol7 tentang

Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OIl Nomor 52, Tambahan Lembaral Negara

Republik Indonesia Nomor 5216);

30. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lemb ar an

Negara Republik Indonesia Tahun 2OlI Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OLl Nomor 523a);

31. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 5587);

32. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 teniang

Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1997 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3718);

33. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OOS tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 138, Tambahan

Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a5761;
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3.i. Pera'ruralr Fetrret'iirtalr i'iuliur- 58 Tairun 2005 terriartg

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republlk.irrtir-,ircsiaTairurr2aa-iJiiorr'ror.i40,Tarriballa.ri

Lerrrbaran Negara Republik incionesia Nomor a578);

35.Furatul.allFerirer-iriLairi.ior.rrur.65Tairi'lri2aa1tcrrtartg
Ped,oman Penyusunan clan Penerapan Standar Pelayanan

iviirrirnai (Lerrrbai'an i'iegara R'epubiik iirciorresia Tairurr

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

iricitrrlesia i'iorrri-'rr a 565) ;

36.Peratul.ar,iFerrlerjrrta}ri.Io.rrror.6Taiiuti2aa6LcnLattg
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

i.Icgar.aRcpubiikiriciorlcsiaTair.urr2aa6}iurrlor'24,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

A'  \

'+|oUY)1

37'Fcr.aLuraiiPcirrcr.irrtai-riiiorrrur,iTairurr2aa7Lcrrtarlg
Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di

tsiciarrg-tsidarrgUsairaTcrlcrltuciarl/alauDaeraLr-DaeTa,r|

Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia 'lahun

2aa7i'lt-lrrrorOi,TarribairarrLelrrbar'arri\iegar.aRepubiik

Ind,onesia Nomor 4675) sebagaimana telah diubah dengan

Fer.aturarrFerrrerirrtatli.iurrcrr62Talturr2o0E(Lerribarart

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 732'

TarribalrarrLerrrbat.arri.icgal.aRepubiikirrdorresia}iurriior

a8e2);

3E.Fci.aturallFerrreriritaiii.icrrrror3STatrurr2ao7Leritarrg
Pembagian lJrusan Pemerintahan Antara Pemerintah'

Perrrer'irriairarrDacratrFrcrvirrsiclarrFclrrcrirrtallarrDaer.alr

Kabupate nlKota (Lembaran Negara Republik Indonesia

TaiiurlZoa1iiurrrurE2,Tar-rrbairarrLerrrbararri.iegara
RePublik Indonesia Nomor 4737);
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39. Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2oo7 tentang

organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2oo7 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a7al);

40. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2oo7 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2oo7 Nomor lI2,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a761);

41. Peraturan Pemerintah Nomor 45 'lahun 2OOB tentatrg

Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan

penanaman Modal di Daerah (Lembarafl Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a86l);

42.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2oo9 tentang

Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2oog Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara

Republik Indonesia Nomor a987);

43. Peraturan Femerintah Nomor 2 Tahun 2oll tentang

Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2An Nomor 3,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5186);

44.Peraturan Pemerintah Nomot 27 Takrun 2072 tenLanglzirt

Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OL2 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5285);
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45. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2oI2 tentang

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2oo9

tentangPelayananPublik(LembaranNegaraRepublik
Indonesia Tahun 2ot2 Nomor 215, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

46. Pera.turan Pemerintah Nomor 59 Tahun 201.4 tentang

Perubahan Nama Kabupaten sangihe dan Talaud menjadi

Kabupaten Kepulauan Serngihe di Provinsi S'ulawesi Utara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4 Nomor

167, Tambahal Lembaran Negara Republik indonesia

Nomor 5557);

47. Peraturan Presitletr Nomor 76 Tahun 2OO7 tentang Kriteria

dan Persyaratan Peny'usunan Bidang Usaha yang

Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan

Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;

48. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2oo7 tentalg Badan

Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Presiden llomor 86 Tahun 2ol2 tentang

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun

2OO7 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol2 Nomor

2to);

49. Peraturan Presiden Nomor 27 Tatrun 2oo9 tentang

Pelayanan Terpadu satu Pintu di Bidang Penanaman

Modal;

So.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2072 tentang

Rencana Umum Penanaman Modal;

51. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2074 tentang Daftar

Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha yartg

Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4 Nomor

e3);
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52. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang

Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang;

53. Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2000 tentang

Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, Penggunaan tenaga

Kerja Warga Negara Asing;

54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2oll

tentang Perubaharl Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentalg Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

55. Peraturan

tentang

Daerah;

Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2OO7

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik

56. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2OL4

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 32);

57. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Nomor 5 Tahun 2ol3 tentang Pedoman dan Tata Cara

Perizinan dan Non Pertzinan Penanaman Modal (Berita

NegaraRepubliklnd.onesiaTahun2ol3Nomor584)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala

Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 tahun

2Ol3 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan

KoorclinasiPenanamanModatNomor5Tahun2o|3
tentang Pedoman dan Tata cara Perizinan dan Non

PerizinanPenanamanModal(BeritaNegaraRepublik
Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 1138);
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58. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan sangihe Nomor 4

Tahun2ol4tentangRencanaTataRuangWilayah
Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 20l4-2O34

(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun

2Ol4 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

dan

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL DI

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe'

2. pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom'

3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe'

4. pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahal oleh

pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonorni seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud. dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945-



-13-

5. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat DpRD adalah
lembaga perwakilan rai<yat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelen ggar a pemerintahan daerah.

6- Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanarn modal, baik
oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk
melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

7 ' Penanam Modal adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan
Penanaman Modal yang dapat berupa Penananr Modal Dalam Negeri dan
Penanam Modal Asing;

8. Penanaman Modal Dalam Negeri, adalah kegiatan menanam modal untuk
melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan
oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan Modal Dalam
Negeri.

9. Penanaman Modal Asing, adaiah kegiatan menanam modal untuk
melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan
oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing

sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam
negeri.

10. Kebijakan Peningkatan Penanaman Modal adalah kebijakan yarlLg diambil
oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan daya saing

Penanaman Modal, meningkatkan penanaman mocial di daerah,

meningkatkan kemitraan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan

meningkatkan lapangan kerja.

11.Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah

kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Non perizinan yang

mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau
instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Non perrzinan yang

proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan

tahap terbitn5ra dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

12. Perijinan adzrlah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman

Modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daera,h yang memiliki
kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perLlndang-undangan.

13. Non perijinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal
dan non fiskal, serta informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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l4.Perusahaan Penanaman Moda-l adalah badan usaha yang melakukan

Penanaman Modal baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan

hukum.

15. Memulai Usaha adalah kegiatan pendirian perusahaan baru dalam rangka

Penanaman Modal atau perubahan kepemilikan saham dari Penanam

Modal Dalam Negeri menjadi Penanam Modal Asing dan sebaliknya atau

perpindahan iokasi usaha untuk perusahaan Penanaman Modal Dalam

Negeri diluar kewenangan Pemerintah.

16. Memulai Produksi/Operasi adalah saat dimana perusahaan Penanaman

Modal telah siap untuk melakukan produksi barang dan jasa.

17. Siap Produksi adalah kondisi dimana minimal 80% (delapan puluh persen)

mesin utama dari kegiatan produksi perusahaan dibidang usaha industri

telah terpasang dilokasi proyek.

18. Siap Operasi adalah kondisi dimana perusahaan dibidang usaha selain

industri telah menyiapkan seluruh sarana dan prasarana dalam

menj alankan kegiatan usahanya.

19. Perluasan Usaha untuk Penanaman Modal selain di Bidang Usaha Industri

adalah kegiatan penambahan bidang usaha atau peningkatan kapasitas

produksi yar.rg dilaksanakan baik dilokasi yang sarna atau lokasi yang

berbeda dengan pelaksanaan kegiatan Penanarnan Modal sebelumnya.

20. Perluasan usaha untuk Penanaman Modal di Bidalg Usaha Industri

adalah peningkatan kapasitas produksi, untuk jenis produk yang sama,

lebih besar dart 3Oo/o (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yarrg telah

dizinkan dan dilaksanakan dilokasi yarlg sama dengan pelaksanaan

kegiatan Penanaman Modal sebelumnya.

21. Perubahan Ketentuan adalah perubahan rencana atau realisasi

Penanaman Modal yang telah disetujui dan ditetapkan oleh pemerintah

daerah.

22.Pengga.bungan Perusahaan adalah penggabungan 2 (dua) atau lebih

perusahaan ke dalam satu perusahaan yang akan meneruskan semua

kegiatan perusahaan yang bergabung.

23.Izin Prinsip Penanaman Modal, yarg selanjutnya disebut izin Prinsip,

ad.alah izin dari Pemerintah Daerah yang wajib dimiliki dalam rangka

memulai usaha.
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24.Izin Usaha ada-lah izin dari Pemerintah Daerah yang wajib dimiliki

perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang

menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lairt oleh peraturan

perundang-undangan sektoral.

21.Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin

Prinsip Perluasan adalah izin prinsip yang wajib dimiliki perusahaan untuk

memulai kegiatan dalam rangka perluasan usaha-

26.lzin Usaha Perluasan adalah izin usaha yang wajib dimiliki perusahaan

untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang

menghasilkal barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, kecuali

ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan lain sektoral.

2T.Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut lzin

Prinsip Perubahan adalah rzin prinsip yang wajib dimiliki perusahaan,

dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi Penanaman

Modal yan:g telah ditetapkan sebelumnya.

28.Izin Usaha Perubahan adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan

dalam rangka legalisasi terhadap perubahan realisasi Penanaman Modal

yang telah ditetapkan sebelumnya.

29.Izrn Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal, yang

selanjutnya disebut Lzin Prinsip Penggabungan Perusahaan, adalah lzin

prinsip yangwajib dimitiki perusahaan hasil penggabungan.

3O.Izirt Usaha Penggabungan Perusahaan adalah lzirt Usaha yang wajib

dimiliki perusahaan hasil penggabungall da-lam rangka memulai

pelaksanaan kegiatan produksi/operasi untuk menghasilkan barang atau

jasa.

31. Angka Pengenal Importir, yang selanjutnya disingkat API, adalah tanda

pengenal sebagai importir.

32. Pimpinan Pemsahaan adalah direksi/pimpinan perusahaan yang

tercantum dalam Anggaran Dasar/Akta Pendirian Perusahaan atau

perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan/persetujuan/

pemberitahuan d,ari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi badan

hukum Perseroan Terbatas dan sesuai Peraturan Perundang-undangan

untuk selain badan hukum Perseroan Terbatas-
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33. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang selanjutnya
disingkat KPBPB, adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah
hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yarrg terpisah dari daerah
pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan

nilai, pajak penjualan atas baralg mewah, da:r cukai.

34. L,aporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM

adalah Laporarr berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan
kendala yang dihadapi penanaman modal.

35. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinar. Investasi Secara Elektronik,
yang selar{utnya disebut SPIPISE, adalah sistem elektronik pelayanan

penznan dan Non perizinan ytrtg terintegrasi antana BKPM dengan

Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memiliki
kewenangan Perizinan dan Non Pertzinan, Badan Pengusahaan KPBPB,

Administrator KEK, PDPPM, PDKPM, dan Instansi Penyelenggara PTSP di
Bidang Penanaman Modal.

36.Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean

Indonesia.

3T.Importir adalah orang perorangan atau badan usaha yang berbentuk
badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan impor.

38. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, yang selanjutnya disebut
KBLI adalah pengelompokkan setiap kegiatan ekonomi ke dalam klasifikasi
lapangan usaha.

39.Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada

penanzrm modal dalam rangka mendorong peningkatan penana.man modal

di daerah.

4O. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah

Daerah kepada penanetm modal untuk memperrnudah setiap kegiatan
penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman

modal di daerah.

41. Pengaturan dan Disinsentif adalah pencegahan, pembatasa:r, pengurangan

dan pengaturan kegiatan penzinan dan non perizinan dari Pemerintah

Daerah kepada penanam modal dalam rangka mengurangi dampak
lingkungan dan persaingan usaha tidak sehat didaerah.
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42.Tanggang Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan

untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna

meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik

bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada

umumnya.

43. Bidang Usaha yang tertutup adalah jenis usaha tertentu yang dilarang

diusahakal sebagai kegiatan penanaman modal oleh pena1laln modal

berd.asarkan peraturan perundang-undangan'

44.Bid,ang Usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah jenis usaha

tertentu yang dapat d.iusahakan sebagai kegiatan penanaman moda-l

dengan Persyaratan tertentu'

45. Rencana Tata Ruang Wilayah selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil

perencanaan wujud struktur ruang dan pola ruang'

46. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan selanjutnya disingkat RDTRK adalah

penjabaran dari Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten kedalam

pemanfaatan kawasan Perkotaan'

4T.Rencana Rincian Ruang selanjutnya disingkat RRR adalah hasil

perencanaan d.an wujud struktur dari rencana detail tata rLlang kawasan.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN PENANAMAN MODAL

Pasal 2

(1) Pena]larrraf_ modal diselenggarakan berdasarkan asas :

a. kepastian hukum;

b. keterbukaan;

c. akuntabilitas;

d. perlakuan yang salna dan tidak membedakan asal negara;

e. kebersamaan;

f. elisiensi berkeadilan;

g. berkelanjutan;

h. berwawasal lingkungan;

i. kemandirian; dan

j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
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(2) Tujuan penyelenggaraall penanaman modal, arrtafa iain untuk :

a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional;

b. menciptakan laPangan kerja;

c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;

cl.meningkatkan kemampuan daya saing clunia usaha daerah dan nasional;

e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;

f. mendorong pengemb a:ngar ekonomi kerakyatal;

g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengart

menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar

negeri;

h. meningkatkan kesej ahte r aafl masyarakat'

(3) Sasaran penanaman modal meliputi :

a. meningkatkan iklim investasi yang kondusif;

b. meningkatkan sa_rana pendukung penanaJnan moda-l;

c. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;

d. meningkatkan jumlah penanam modal;

e. meningkatkan rea-lisasi penanaman modal'

BAB III

KEWENANGAN PENANAMAN MODAL

Pasal 3

(1) Kewenangan Pemerintah di bidang Penanaman Modal terdiri :

a. Kebijakan dasar Penanaman Modal dalam bentuk Rencana Umum

Penanaman Modal Daerah'

b. Kebijakan Penanarnan Modal skala Daerah'

(2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan Peraturan BuPati.
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BAB IV

KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:

a. mendorong terciptanya iklim usaha daerah yang kondusif bagi

penanaman mod.al untuk penguatan daya saing daerah dalam

perekonomian daerah, nasional, dan global;

b. mempercepat peningkatan penanarnan modal'

Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Pemerintah Daerah :

a. memberi perlakuan yang salna bagi Penanaln Modal Dalam Negeri dan

Penanam Modal Asing dengan tetap memperhatikan kepentingan

nasional menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan

keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan

perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanarnan modal sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan

b. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan

perlind.ungan kepada usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi.

(3) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam

bentuk Rencana Umum Penanaman Modal.

Pasal 5

Kebijakan penanaman modal di daerah, meliputi :

a. kerjasama penanaman modal (kemitraan);

b. promosi penanaman modal;

c. pelayanan Penanarnan modal;

d. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;

e. pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal;

f. penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan penanaman modal.
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Bagian Kedua

Kerjasama Penanaman Modal

Pasal 6

(1) Kerjasama penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf

a, dapat dilakukan Pemerintah Daerah dengan negara lain danlatau badan

hukum asing melalui Pemerintah dan Pemerintah Daerah lain danlatau

Pemerintah KabupatenlKota atau swasta atas dasar kesamaan kedudukan

dan saling menguntungkan.

(2) Kerjasarna sebagaimana dimaksud pada ayat (l)meliputi :

a. perencanaan penanaman modal;

b" promosi penanaman modal;

c. pelayanan penanarnan modal;

d. pengembangan penanaman modal;

e. pengendalian penanaman modal;

f. kegiatan penanaman modal lainnya.

Bagian Ketiga

Promosi Penanaman Modal

Pasal 7

(1) Promosi penanama.n modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b

dilakukan dengan :

a. mengkaji, memmuskan, dan menlrusun kebijakan teknis pelaksanaan

pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal;

b. mengkoordinasikan dan meiaksanakan promosi penanarnan modal

Daerah baik di dalam negeri maupun ke luar negeri;

c. mengkoordinasikan, mengkaji, merttmuskan, dan men)ruSun materi

promosi penanaman modal.
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(2) Pelaksanaan promosi penanamal modal sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan secara mand.iri dan/atau bekerjasama dengan Pemerintah'

pemerintah provinsi, pemerintah Daerah lainnya, dan lembaga non

Pemerintah.

Bagian KeemPat

Pelayanan Penanaman Modal

Paragraf I
Ruang Lingkup Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 8

Pelaksanaan kebijakan pelayanan penanalnan modal sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 huruf c, meliPuti :

a. jenis bidang usaha;

b. penanam modal;

c. bentuk badan usaha;

d. pertzinan;

e. jangka waktu Penaxaman modal;

f. hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal;

g. lokasi penanaman modal;

h. pelayanan terPadu satu Pintu.

Paragral 2

Jenis Bidang Usaha

Pasal 9

(1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatar. penanaman

modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup

dan terbuka dengan persyaratan berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan.
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(2) Biclang usaha yang tertutup bagi Penanam Modal Asing berdasarkan

Peraturan Perundang-undangan'

(3) Bidang usaha yarrg tertutup'untuk penanaman modal, baik asing maupun

dalam negeri, ditetapkan berdasarkan kriteria kesehatan, keselamatan'

pertahanan, dan keamanan, lingkungan hidup' moral/budaya' dan

kepentingan nasional lainnYa'

(4) Kriter ra d.an persyaratan bidang usaha yang tertutup daIl yang terbuka

dengan persyaratan, serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang

terbuka dengan persyaratan masing-masing diatur berdasarkan ketentual

Peraturan Perundang-undangan'

(5) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan bidang usaha yang terbuka

dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan Daerah yaitu

perlindungan sumber d.aya alam; perlindungan pengembangan usaha

mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi' dan

distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam

negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yallg ditunjuk Pemerintah'

(6) Pemerintah Daerah dapat melakukan

bidang atau jenis usaha yang terbuka

pengaturan dan disinsentif terhadap

dan terbuka dengan Persyaratan'

(7) Bidang atau jenis usaha yalrrg akan diberikan pengaturan dan disinsentif

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati'

Pasal 1O

Bidang usaha terbuka dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal

9 ayat (5) terdiri dari :

a. Bidang usaha yang terbuka d,engan persyaratan perlindungal dan

pengembangan terhadaP UMKMK'

b. Bidang usaha yang terbuka dengal syarat kernitraarr.

c. Bidang usaha yang terbuka berdasarkan kepemilikan modal.

d. Bid,ang usaha yang terbuka berdasarkan persyaratan lokasi tertentu'

e. Bidang usaha yang terbuka berdasarkan persyaratan perijinan khusus'
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Paragraf 3

Penanam Modal

Pasal 1 1

Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh Perseroan Terbatas

(Yf), Commanditaire Vennotschap (CV), Firma (Fa), Koperasi, Badan Usaha

Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan penanarnax

modal yarlg tidak berbadan hukum atau perseor€rngan.

Penanaman Modal Asing dapat dilakukan oleh warga negara asing

dan/atau badan hukum asing dan/atau Penanam Modal Asing dan/atau

warga nega-ra asing, badan hukum asing danlat-a:u Penanam Modal Asing

yang patungan dengan Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum

Indonesia.

Paragraf 4

Bentuk Badan Usaha

Pasal 12

(1) Penanarnarr Modal Dalam Negeri dilakukan oleh badan usaha yang

berbadan hukum, tidak berbadal hukum atau usaha perseorangan.

(2) Penanaman Moda-l Asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas

berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara

Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

(3) Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing yang melakukan

penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan :

a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;

b. membeli saham; dan

c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan Peraturarr Perundang-

undangan yang berlaku.
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Paragraf 5

Pertzinan

Pasa,l 13

(1) Setiap penanam modal yang menanamkan modalnya di Daerah wajib

memiliki lzin Penanaman Modal dari Bupati'

(2) Izin penanarnarr modal sebagaimala dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

a. izin PrinsiP;

b. izirr usaha.

(3) Izin penanarnan moclal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabrla

terjadi perubahan wajib mengajukan perubahan kepada Bupati.

Pasal 14

(1) penanam modal setelah memperoleh izin penanarnan modal sebagaimana

dimaksud. dalam Pasal 11, wajib melengkapi pertzinan yang menjadi

kewenangan Daerah sesuai dengan bidang usahanya'

(2) Untuk mendapatkan perizinan sebagairnana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 15

Jenis -j enis Layana n P eriztnan dan Non Perizinan'

(1) LayananPerizinan Penanarnan Modal terdirj atas :

a.Izrn Prinsip Penanaman Modal;

b.Izin Usaha untuk berbagai sektor usaha;

c. lzin Prinsip Perluasan Penanamal Modal;

d,.Izin usaha Perluasan untuk berbagai sektor usaha;

e.Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
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f. izin Usaha Perubahan untuk berbagai sektor usaha;

g. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;

h lzin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk

berbagai sektor usaha;

i. Izin Pembukaan Kantor Cabang;

j. IzinKantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA);

k. Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing.

(2) Layanan Non perizinan Penanaman Modal terdiri atas :

a. fasilitas bea masuk atas impor mesin;

b. fasilitas bea masuk atas impot batang dan bahan;

c- usulal fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Badan untuk Penanaman Modal

cli bidang-bidang usaha-usaha tertentu danf atau di daerah-daerah

tertentu;

d. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);

e. Angka Pengenal Importir Umum (API-U);

f. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTIG);

g. Rekomendasi Visa untuk Bekerja (TA.01);

h lzin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).

(3) Tata cara permohonan Layanan Perrzinan dan Non perizinan diatur dengan

Peraturan BuPati.

Paragraf 6

Jangka Waktu Penanaman Modal

Pasal 16

Jangka waktu penanarnan modal sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.
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Paragraf 7

Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Penanam Modal

Pasal 17

Setiap penanam modal berhak mendapatkan :

a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;

b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha ya:rrg dijalalkannya;

c. hak pelayanan; dan

d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

Pasal 18

Setiap penanam modal berkewajiban :

a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;

b. membuat laporan tentang kegiatan penanaman moda-l dan

menyampaikannya kepada BuPati;

c. mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

d. mengutamakan tenaga kerja dari daerah sepanjang memenuhi kriteria

kecakapan yang diperlukan;

- e. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan penanzunan modal.

f. melaksanakan tanggung jawab sosia-l lingkungan (corporate social

responsibility).

Pasal 19

Setiap penanarn modal bertanggung jawab :

a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yarrg tidak

bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dal kemgian jika

penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan

kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan;
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c. menciptakarr iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik

monopoli, dan hal lain yang merugikat rregara;

menjaga kelestarian lingkungan hidup;

menciptakan keselamatan' kesehat,n' kenyamanan'

pekerja; dan

mematuhisemuaketentuanPeraturanPerundang-undangan.

Paragraf 8

L,okasi Penanaman Modal

Pasal 20

menetaPkan lokasi Penanaman

Wilayah.

dan kesejahteraar

modal berdasarkan

Paragraf9

Pelayarral P ettzinan TerPadu

Pasal21

(1) Pelayarran terpad'u satu pintu' meliputi :

a. pelayananperizinan dan non pertzinan;

b. pelayanan insentif dan kemudahan;

c. pelayanan pengaduan masyarakat'

(2)Dalammelaksanakanpelayananterpadusatupintu,Bupatimemberikan
pendelegasianwewenangpemberianpertzinandannonperizinanatas
urusan pemerintah dibidang penanarnan modal yang menjadi kewenangan

Daerah kepada SKPD yang membidangi penanarnan modal'

Pemerintah Daerah

Rencana Tata Ruang

(3) PelaYanan

pelaYanan

lnformasi

perizinan dan non peruzirrar- penanarnan modal melalui sistem

terpadu d,ilaksanakan dengan menggunakan Sistem Pelayanart

dan Perwinan Investasi Secara Elektronik'
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(4) Tata cara penyelenggaraan/Pelayanan izin bagi caLon Penanam Modal

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati'

Bagran Kelima

Pengend.alian Pelaksa'naan Penanaman Modal

Pasal 22

(1) Pengendalian pelaksanaan pe,rlalrlarrraJr modal sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 huruf d, meliPuti :

a. fasilitas penanaman modal bagi penalam modal;

b. pelaksanaan kewajiban sebagai penanam modal'

(2) pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan oleh SKPD yaIlg

membidangi penanaman modai melalui pemantauan, pembinaan, dan

pengawasan-

(3) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud' pada ayat (21 dilakukan

dengan cara :

a. komPilasi;

b. verifrkasi;

c. evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Mod'al dan dari sumber informasi

lainnya.

(a) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud' pada ayat (2) dilakukan

dengan cara :

a. penyuluhan pelaksanaan ketentual penanaman modal;

b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanarnan modal

sesuaidenganketentuanperizinanyangtelahdiperoleh;

c. bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi

penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanarnan modalnya'
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(5) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dilakukan

dengan cara:

a. penelitial dan evaluasi atas informasi pelaksaTlaar ketentual

penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;

b. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal;

c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanalnan

modal.

(6) Tata cala pelaksanaan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3)r, ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan

dengal Peratural BuPati.

Bagian Keenam

Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanamall Modal

Pasal 23

pengolahan d.ata dan sistem informasi penanaman moda,l sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi pelayanan perizinan dan non

pertzinan penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu

dilaksanakan dengan menggunakal Sistern Pelayanan Informasi dan Perizrnan

Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yarrg terintergrasi dengan Pemerintah

dan Daerah.

Bagian Ketujuh

Penyebarluasan, Pendidikan, dan Pelatihan Penanaman Modal

Pasal24

(1) Penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan penanalnan modal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, meliputi :

a. membina dan mengawasi pelaksanaan penanalnan modal

Kabupate n / Kota di bidang sistem informasi penanaman modal;
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b. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan

perencanaan, pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi,

pemberian pelayanan pertzirtat)., pengendalian pelaksanaan, dan sistem

informasi penanama.n modal kepada aparatur Pemerintah dar, dunia

usaha;

c. mengkoordinasikan dan melalisanakan pendidikan dan pelatihan

penanarnan modal.

(2) Pelaksanaan penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oieh SKPD yang

membidalgi Penanaman Modal.

BAB V

PERLAKUAN TERHADAP PENANAMAN MODAL

Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah memberikan perlakuan yang sarna kepada semua

penanam modal yang melakukan kegiatan Penanarnan Modal di Daerah

sesuai ketentuan perundang-undangan.

(21 Pemerintah tidak akan melakukan tindakan pengambil alihan hak

kepemilikan penanam moda-l, kecua-li dengan Undang-Undang.

BAB VI

PENTNGKATAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Maksud

Pasd 26

Penciptaan iklim usaha daerah yang kondusif dalam peningkatan penanaman

modal daerah dimaksudkan untuk menarik dan membantu penarlarn modal

dengan perbaikan kinerja maupun pelayanan melalui pembuatan kebijakan

strategis penanaman modal yang berkeadilan.
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Bagian Kedua

Kelembagaan

Pasal2T

(1) Dalam rangka penciptaan iklim usaha daerah yarLg kondusif dalam

peningkatan penanaman modal di Daerah, Pemerintah Daerah perlu

menetapkan lembaga penyelenggara serta men1rusull prosedur pertzrnarr

yang jelas, dengan indikator kecepatan, ketepatan, kesederhartaarr,

transparan, dan akuntabel yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati'

(2) Lembaga sebagaimana d.imaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan

khusus untuk menangani persoalan kebijakan pelayanan dan periztnan

yang terkait dengan penanaman modal'

Pelayanan perizina.n sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

oleh lembaga yang menangani pelayanan dan penzirran penanarnan modal

dengan sistem pelayanan perizir.lan terpadu satu pintu.

Kewenangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (21 sekurang-

kurangnya meliPuti :

a. Kebijakan dan Perencanaan;

b. Pengawasan dan Pengendalian;

Tugas pokok dan fungsi lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

adalah:

a. T\rgas :

Melaksanakan pemberian pelayanal di bidang penanarnan modal,

pertzinan daI1 norr perizinan secara terpadu sesuai dengan

kewenangannya.

b. Fungsi:

1. Penyusu.nan, perumusan dan prograrn serta kebijakan di bidang

penanarnan modal dan pelayanan terpadu satu pintu'

2. penyelenggaraan pelayanan di bidang PenurnElman modal dan

pelayanan Perizinan terPadu -

(41

(s)
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3. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang penanaman

modal dan pelayanan pettzinan terpadu-

4. pelaksanaarr tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

bidang trrgasnya.

Bagian Ketiga

Promosi Potensi Ekonomi

Pasal 28

Dalam rangka meningkatkan penanalnan modal di daerah, Pemerintah Daerah

melakukan kegiatan promosi potensi Daerah maupun promosi usaha untuk

memperkenalkan potensi ekonomi Daerah secara proaktif dan proporsional.

Bagian Keempat

Ketentraman dan Ketertiban

Pasal 29

pemerintah Daerah dan masyarakat memfasilitasi dan menciptakan situasi

keamanan yang kondusif bagi berjalannya kegiatan usaha, sehingga

tercipta ketertiban masyarakat yang mendukung kegiatan penanalnan

modal di Daerah.

pemerintah Daerah menjamin semua aset penanarnan moda-l yarLg telah

menanamkan modalnya melalui prosedur resmi di Daerah dari tindakan

penyerobotan, pendudukan, perarnpasan, dan tindakan anarki yaa1g

bertentangan d engan ketentuan PeratUran Perundang-undangan -

pemerintah Daerah menjamin semua aset yang menjadi hak milik sah

masyarakat daerah d,ari penyerobotan maupun pemaksaan penggunaan

dan pemanfaatan datam kegiatan penanaman modal'

(1)

(2)

(3)
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pemerintah Daerah dapat mencabut izrn yang sudah dikeluarkan, apabila

berdasarkan hasil evaluasi dalam perkembangannya ditemukan hal-hal

yar1g dipandang perlu bagi pelaks€Lnaan pembangunan untuk kepentingan

rlmrlm, persaingan usaha dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam inal tzit dicabut sebagaimana dimaksud' pada ayat (4), Pemerintah

Daerah dapat mengalihfungsikan tzin melalui kerjasama dan latau bentuk

lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku.

BAB VII

KETENAGAKERJAAN

Pasal 30

(1) Perusahaan penanaln modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja

wajib mengutamakan tenaga kerja lokal'

(2) Pemerintah Daerah bersama-salna d,engat, Perusahaan Penanam Modal

memfasilitasi usaha-usaha perbaikan dan peningkatan kompetensi tenaga

kerja.

(s)

(3) Perusahaan Penarlam modal Yang

diwajibkan menyelenggarakan pelatihan

kepada tenaga kerja lokal sesuai dengan

undangan.

Perusahaan

pengupahan,

undangan.

memperkerjakan tenaga aslng

dan melakukan alih teknologi

ketentuan Peraturan Perundang-

(4) penanarn modal wajib memberikan perlindungan,

dan keselamatan kerja sesuai Peraturan Perundang-

(5) Pemerintah Daerah memfasilitasi prosedur dan sistem penyelesaian

perselisihan hubungan industrial yang adil, cepat, tepat dan efisien'
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BAB VIII

PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL

BAGI USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI

Pasal 31

(1) pemerintah Daerah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan

untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta bidang usaha

yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sa-Ina

dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

(2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembarlgan usaha

mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui program kemitraan

peningkatan daya saing pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar

serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

(1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sarna dan seluas-luasnya untuk

berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara:.

a. Penyampaian saran;

b. Penyampaian informasi potensi dan budaya daerah;

(2) Peral serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan

untuk :

a. Mewujudkan penanaman modal yarrg berkelanjutan;

b. Mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangafl;

c. Mencegah dampak negatif akibat penararnan modal;

d. Menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan Penanam

Moda].
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BAB X

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 33

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan

penanarnan modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku.

(2) Pemberian insentif dal pemberian kemudahan dilakukan berdasarkan

prinsip :

a. kepastian hukum;

b. kesetaraan;

c. transparansi;

d. akuntabilitas; dan

e. efektif dan efisien.

Bagian Kedua

Kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan

Pasal 34

(1) Pemberian insentif dan kemudahan diberikal kepada penanam moda-l

yang memenuhi kriteria, sebagai berikut :

a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;

b. menyerap tenaga kerja lokal;

c. menggunakan sebagian besar sumber daya daerah;

d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;

e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional

Bruto;

f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutal;
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g. termasuk skala prioritas tinggi;

h. termasuk pembangunan infrastruktur;

i. melakukan alih teknologi;

j. melakukan industri Pionir;

k. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal atau daerah perbatasan;

1. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan,dan inovasi;

m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengal

proporsi Yang signifikar.; atau

n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang

diproduksi di dalam negeri'

(2) pemberian insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada

Penanam Modal sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Dasar Penilaial dan

Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan

Pasal 35

Dasar penilaial dan tata cara pemberian insentif dan kemudahan yang

diberikan kepada penanam mod.al yang memenuhi kriteria sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Bidang atau Jenis Usaha

yarrg dapat Mengajukan Insentif dan Kemudahan

Pasal 36

Bidang atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penararnarr modal dapat

mengajukan insentif dan kemudahan yang diatur dengan Peraturan Bupati

sesuai dengan perkembangan peluang usaha.
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Bagian Kelima

Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan

Pasa-l 37

(i) Pemberian insentif dapat berbentuk :

a. pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah;

b. penguraliLga:rr, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah;

c. pemberian Penghargaan.

(2) Pemberian kemudahan'dapat berbentuk :

a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;

b. penyediaan clan latau fasilitasi penyediaan sa-rana;

c. penyediaan dan latat fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;

cl. pernberran danf atau fasilitasi bantuan teknis; dan/atau

e. percepatan tata laksana pemberianperizinan dan non perrzinan.

(3) pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada pada ayat

(2) huruf b dan huruf c harus memperhatikan kemampuan keuangan

Daerah.

Pasal 38

pemberian insentif dan pemberian kenrudahan kepada penanam modal

ditetapkan d.engan Keputusan Bupati yang sepenuhnya telah melalui kajian

Tim Teknis yang terdiri dari SKPD/Unsur terkait'

Pasal 39

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sekurang-

kurangnya memuat nama dan alamat badan usaha/perseorangan penanaln

modal, jenis usaha atau kegiatan penanaman modal, bentuk, jangka waktu,

serta hak dan kewajiban penerima insentif danlatau kemudahan penanaman

rnodal.
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Bagian,Keenam

Pelaporan dan Evaluasi

Pasa-l 40

(1) Fenerima insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal

menyampaikan laporan kepada Bupati paling sedikit setiap 6 bulan sekaii-

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat

laporan penggunaan insentif d.anlatau kemudahan, pengelolaan usaha,

dan rencana kegiatan usaha.

Pasal 4 1

(1) Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai perkembangan

pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di

Daerah secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali'

(2) Beltuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebrh lanjut

dengan Peraturan BuPati.

Pasal42

(1) Bupati melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang

memperoleh insentif dan/atau kemudahan'

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun

sekali.

(3) Felaksanaal evaluasi secara teknis difasilitasi oleh SKPD yang membidangi

penanaman modal.
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Pasal 43

Pemberian insentif danlatau pemberian kemudahan dapat ditinjau kemba-li

apabila berdasarkan hasil evaluasi penanam modal sudah dianggap cukup

berirasil atau tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34

atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI

PERAN SERTA PEMEzuNTAH DAERAH

Pasal 44

Dalam rangka mewujudkan kebijakan penanaman modal di Daerah dan

pelaksanaan kemitraan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki fungsi :

a. perumusan kebijakan strategis peningkatan penanaman modal dan

program kemitraan di Daerah;

b. penyelenggaraan pelayanan perizinan untuk peningkatan penanaman

modal untuk masyarakat maupun dunia usaha sesuai dengan

kewenangannya;

c. sosialisasi prosedur resmi perrzinan dan pertingkatan penanaman modal

sebagai usaha meminima-lisir penyimpangan da-lam penyelenggaraarl

pelayanan perizinan;

d. fasilitasi penyelesaian hambatan dan konsultasi permasalahan yang

dihadapi;

e. pengembangan dunia usaha baik di dalam maupun ke luai- daerah lain;

f. pengembangan pola kemitraan dan kerja sama da-lam pengembangan

dunia usaha di daerah;

g. pembinaan penghormatan terhadap karakteristik dan budaya daerah

dalam peningkatan penan arnan. modal;

h. mendorong peningkatan kemampuan kewirausahaan masyarakat.
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BAB XII

PENYELtrSAIAN SENGKETA

Pasal 45

Dalam hal tedadi sengketa di bidang penallaman modal antara Pemerintah

Daerah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan

sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat;

Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana ditnaksud pada ayat (1)

tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui

arbitrase atau a-lternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai

dengan ketentuan peraturall perLlndang-undangan ;

Dalam hal terjadi sengketa di biciarlg penanaman modal antara Pemerintah

Daerah dengan penanam modal, para pihak dapat menyelesaikan sengketa

tersebut dengan arbitrase berdasarkan kesepakatan pata pihak, dan jika

penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati penyelesaian

sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan.

BAB XIII

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 46

(1) Penanam modal dalam negeri dan penana-Irr mtldal asing yang melakukan

penanarnan modal dalam bentuk perseroan terbatas dilaralg membuat

perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskal bahwa kepemilikan

saham dalam perseroan terbatas untuk dan/atas nama orang lain.

(2) Da-lam ha-l mana penanam modal dalam negeri dan penanarn modal asing

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjran danf atau pernyataan itu

dinyatakan batal demi hukum.

tq
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(3) Dalam hal penanam modal yang melaksanakan kegiatan usaha

berdasarkan perjanjian atau kontrak kerjasama dengan Pemerintah

Daerah, melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan,

penggelembungan biaya pemulihan dan bentuk penggelembungan biaya

iainnya untuk memperkecil keuntungan yang mengakibatkan kerugian

Negara/Daerah berdasarkan temuan atau pemeriksaan oleh pihak pejabat

yarrg berwenang danlatau telah mendapat putusan pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap, Pemeriqtah Daerah mengakhiri perjanjian atau

kontrak kerja sama dengan penallam modal yang bersangkutan.

Pasal47

(i) Badan usaha atau usaha perseorangan yang tidak memenuhi kewajiban

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dapat dikenai sanksi

administratif, beruPa :

a. peringatan tertulis;

b. pembatalan kegiatan usaha;

c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanarnan modal; dan

d. pencabutan tzinkegiatan usaha danf atau fasilitas penanaman modal.

(2) Sanksi administratif sebagairnana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh

instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan

Ferundang-undangan.

(3) Selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (I),

badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
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BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini m'ulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal, 30 Desember 2OI4

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Diundangkan di Tahuna

pada tanggal, 3O Desember 2074

SEKETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

WILLY ELFIANUS CARRY KUMENTAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2OI4

NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE, PROVINSI

SULAWESIUTARA( 8 I 2Or4 )

MUS ROMPAS MAKAGANSA



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

I. UMUM

Penyelenggaraan ekonomi daerah sangat membutuhkan dukungan dari

berbagai aspek, diantaranya adalah investasi melalui Penanaman Modal di

daerah yang merupakan akselerator pembangunan dalam rangka

mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Untuk

mencapai tujuan tersebut, perlu menyediakan sarana dan prasarana

Penanaman Modal di daerah. Pelaksanaan Penanaman Modal

membutuhkan kepastian hukum, ketepatan dan kecepatan layanan

perrzinan, ketersedraan data dan informasi, aksesibilitas wilayah usaha,

ketersediaan tenaga kerja terampil, dan dukungan masyarakat disekitar

wilayah usaha. Daya saing daerah sebagai lokasi usaha Penanaman Modal

bergantung pada kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelolanya.

Pemerintah Daerah harus dapat mengembangkan potensi unggulan

Daerah yang ada, serta menekan faktor penghambat iklim investasi yarrg

ada di daerah. Selain itu, perlu untuk mengantisipasi berbagai dampak

dari penanaman modal di Daerah agar dapat dikelola dan tidak

menimbulkem permasalahan dikemudian hari. Kabupaten Kepulauan

Sangihe dengan potensi unggulan Kelautan, Perikanan, dan Pariwisata

harus menjadi daerah tujuan investasi.

Untuk memaksimalkan potensi unggulan daerah, diperlukan pengelolaan

dan pengaturan yan:g cerrnat dengan memperhatikan berbagai aspek agar

Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi daerah ttrjuan investasi pilihan

bagi kegiatan Penanaman Modal DaLam Negeri dan Penanaman Modal

Asing.
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Terkait dengan hal tersebut diatas, dirasakan sangat penting untuk

men1rusun Peraturan Daerah tentang Penyelerrggaraarr Penanaman Modal

di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai bentuk kepastian hukum dalam

penyelenggaraarr Penanaman Modal di daerah-

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a
yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam

negara hukum yang meletakan hukum dan ketentuan perundang-

undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam

bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaarf adalah asas yang terbuka

terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar,

jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c
yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah asas yan,g

menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari

penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan

kepada masyarakat sesuai dengan ketentual perundang-undangan -

Huruf d
yang d.imaksud dengan "asas perlakuan yang sama dan tidak

membedakan asal negara" adalah asas perlakuan pelayanan non

diskriminatif berdasarkan ketentuan perundang-undangal, baik

antara penanam modal dalam negeri dan penanarn modal asing

maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan

penanaman modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

yang dimaksud dengan 'asas kebersamaarlD adalah asas yang

mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama

dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
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Huruf f

Yang d.imaksud dengan ..aSaS efisiensi berkeadilan, adalah asas yang

mendasaripelaksanaanpenanamanmoda]denganmengedeparrkan

efisiensiberkeadilandalamusahauntukmewrrjudkanikiimusaha
yang adil, kondusif d'an berdaya saing'

Huruf g

Yang dimaksud dengan 'asas berkelanjutan" adalah asas yarlg secara

terencanamengupayakanberjalannyaprosespembangunanmelalrri

penanamanmod.aluntukmenjaminkesejahteraandankemajuan

dalam segala aspek kehidupan' baik untuk masa kini maupun yang

akan datang.

Huruf h

Yangclimaksuddengarr..aSaSberwawasanlingkufigarfadalahaSaS

penanamanmodalyangdilakukandengantetapmemperhatikandan

mengutamakanperlindungandanpemeliharaanlingkunganhidup.

Huruf i
yang dimaksud dengan "asas kemarldirian" acialah asas penanaman

modalyangd.ilakukand'engantetapmengedepankanpotensibangsa

d'annegaradengantidakmenutupdiripadamasuknyamodalasing
demi terwujudnya pertumbr'rhan ekonomi'

Huruf j

Yangd.imaksuddengan..aSaSkeseimbangankemajuandankesatuan

ekonomi nasional" adalah asas yangberupaya menjaga keseimbangan

kemajuanekonomiwilayahdalamkesatuanekonominasional.

AYat (2)

CukuP jelas

AYat (3)

CukuP jelas

Pasal 3

AYat (1)

CukuP jelas

AYat (2)

CukuP jelas
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Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (a)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas
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Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 1 1

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas
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Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Huruf a

H:,H:T' ;;:":",1_" "::: Jffi' T:: :.ffi ; ; ":::Tmodal terah melaksanakan kewajiba n y a..g dilakukan.
Yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah jaminan pemerintah
untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan
kebijakan bagi penanam modal.

\7 Yang dimaksud dengan kepastian perlindungan adalah jaminan
pemerintah bagi penanam mbdal untuk memperoleh perlindungan
daram meraksanakan kegiatan penanaman modar.
Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 2O

Cukup jelas

Pasal 2 1

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (a)

Cukup jelas
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Pasal22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (a)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal2T

Ayat (i)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas
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Ayat (a)

Cukup jelas

Ayat (s)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (a)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
V

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 3l

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas
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Pasal 32

AYat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

CukuP jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas
\r 

Pasa1 33

Ayat (1)

CukuP jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

CukuP jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

AYat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

CukuP jelas
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Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal42

Ayat (1)

Cukup jelas

-._ 
AYat (2) ,

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasa 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

.v Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Tujuan pengaturan ayat ini adalah menghindari terl'adinya perseroan
yang secara normatif dimiliki seseorang, tetapi secara materi atau
secara substansi pemitik perseroan tersebut adalah orang 1ain.

Ayat (2)

Cukup jelas
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Ayat (3)

Yang dimaksud "tindak pidana perpajakan" adalah informasi yang

tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak

dengal menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak

benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak

Lrenar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara dan

kejahatan lain yang diatur da-larn undang-undang yarlg mengatur

perpajakan.

Yang dimaksud dengan "penggelembungan biaya pemulihan" adalah

biaya yang dikeluarkan di muka oleh penanam modal yangjumlahnya

tidak wajar dan kemudian diperhitungkan sebagai biaya pengeluaran

kegiatan penanaman modal pada saat penentuan bagi hasil dengan

pemerintah.

Yang dimaksud dengan temuan oleh "pihak pejabat yang berwenang"

adalah temuan dengan indikasi unsur pidana berdasarkan hasil

pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK atau pihak lainnya yang

rnemiliki kewenangan untuk memeriksa, yang selanjutnya ditindak

lanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas


